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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Pelrcelraian dalam Islam melrupakan tindakan atau langkah yang 

diambil ollelh suami dan istri keltika tidak mungkin lagi melnyatukan hubungan 

pelrnikahan melrelka, dan jika hubungan telrselbut dilanjutkan, akan 

melnyelbabkan kelrugian bagi suami, istri, anak-anak, dan lingkungan 

selkitarnya. Ollelh karelna itu, dalam hukum Islam, pelrcelraian ini dilakukan 

delngan cara yang baik untuk melncapai kelbaikan bagi selmua pihak yang 

telrlibat. Cara ini dapat diwujudkan delngan melngacu pada keltelntuan-

keltelntuan yang diatur dalam Pasal 65 UU Nol. 7 Tahun 1989 Jol UU Nol. 3 

Tahun 2006 Jol UU Nol. 50 Tahun 2009 telntang Pelradilan Agama, selrta 

Kolmpilasi Hukum Islam Pasal 115 yang melnyatakan bahwa pelrcelraian hanya 

dapat dilakukan di hadapan Pelngadilan Agama seltellah upaya meldiasi ollelh 

Pelngadilan Agama untuk melndamaikan keldua bellah pihak tidak belrhasil.2 

Pelrcelraian adalah sah melnurut hukum agama Islam, teltapi melrupakan 

tindakan yang sangat tidak disukai ollelh Allah SWT.  

Ollelh karelna itu, dalam Islam, pelrcelraian bukanlah selbuah larangan, 

mellainkan melnjadi pilihan telrakhir dalam suatu pelrnikahan keltika tidak ada 

jalan kelluar yang telrsisa. Bahkan, selcara hukum, pelrcelraian tellah diatur 

dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nol. 1 Tahun 1974 telntang 

 
2 Dahwadin dkk, Hakikat Pelcelraian belrdasarkan keltelntuan Hukum Islam di Indolnelsia, 

Vollumel 11, Nolmolr 1, Juni 2020, hlm. 87    
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Pelrkawinan. Pasal telrselbut melnjellaskan bahwa suatu pelrkawinan dapat 

belrakhir karelna kelmatian, pelrcelraian, atau putusan pelngadilan. 

Sellanjutnya, Pasal 39 undang-undang pelrkawinan melnjellaskan bahwa 

pelrcelraian hanya dapat dilakukan di hadapan pelngadilan seltellah pelngadilan 

telrselbut belrusaha dan tidak belrhasil untuk melndamaikan keldua bellah pihak. 

Pasal ini belrtujuan untuk melngatur prolseldur talak dalam pelrkawinan melnurut 

ajaran agama Islam. Dalam hal ini, selolrang suami harus melngajukan 

pelrmolholnan celrai kel pelngadilan delngan alasan-alasan yang melnjadi 

pelnyelbab kelinginan untuk melncelraikan istrinya. 

Teltapi jika suatu masalah tidak dapat disellelsaikan selcara damai ollelh 

pihak-pihak yang telrlibat, maka olpsi telrakhir yang dapat diambil adalah 

melminta bantuan pelngadilan agama delngan melngajukan gugatan celrai ollelh 

istri kelpada suaminya. Seltellah pelngadilan agama melmprolsels dan melngambil 

kelputusan untuk melncelraikan, akta celrai dapat dikelluarkan ollelh pelngadilan 

agama. Tindakan pelrcelraian selmacam ini dikelnal selbagai celrai gugat. 

Namun, jika suami yang mellapolrkan istrinya kel pelngadilan agama dan 

pelrcelraian diputuskan, tindakan pelrcelraian selmacam ini biasanya diselbut 

celrai talak.3  

Keltika melnjalani pelrjalanan dalam ikatan pelrnikahan, tidak bisa 

dihindari bahwa telrkadang telrjadi keltidakharmolnisan, salah satunya 

diselbabkan ollelh kellalaian dalam melmelnuhi hak dan kelwajiban yang 

melngakibatkan pelrcelraian. Keltika pelrcelraian telrjadi antara suami dan istri, 

 
3  Ibid., hlm. 416 
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timbul belbelrapa hak dan kelwajiban yang harus dipelnuhi ollelh masing-masing 

pihak. Mantan suami melmiliki kelwajiban, antara lain, melmbelrikan nafkah 

maḍiyah (nafkah masa lalu) selbagai kolnselkuelnsi hukum atas putusnya 

pelrkawinan karelna pelrcelraian, melmbelrikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah 

kelpada mantan istri, selrta melmbelrikan nafkah kelpada anak-anak yang bellum 

delwasa yang diasuh ollelh ibunya (hak hadhanah). Melskipun tidak ada 

pelngaturan yang jellas dan telrpelrinci melngelnai belsaran nafkah yang harus 

dibelrikan ollelh mantan suami, teltapi ada dasar hukum yang digunakan ollelh 

hakim dalam melnelntukan kelputusan yang melnjadi pelrtimbangan ollelh majellis 

hakim.4  

Pelran hakim sangat pelnting dalam pelngambilan kelputusan pelngadilan, 

telrutama dalam kasus pelrcelraian talak. Hakim harus melmpelrtimbangkan 

keldua bellah pihak untuk melncapai keladilan dalam putusan. Dalam 

melnjalankan ijtihad (pelnafsiran hukum), khususnya dalam pelrkara pelrcelraian 

talak, hakim diharapkan melnelntukan belsaran iddah, mut'ah, dan mad.iyah 

yang harus dibelrikan ollelh mantan suami kelpada mantan istri yang dicelraikan. 

Hal ini melmiliki dampak pelnting telrhadap kelhidupan istri sellama masa iddah. 

Karelna kelnyataannya, pelrcelraian yang tellah diputuskan ollelh pelngadilan tidak 

sellalu melngakhiri kolnflik antara keldua bellah pihak. Ollelh karelna itu, 

melskipun istri tidak melngajukan tuntutan, hakim melmiliki hak elx olfficiol (hak 

yang dibelrikan ollelh jabatan) untuk melnelntukan kelwajiban suami guna 

 
4 Riyan Ramdani, Firda Nida Syafithri, Pelnelntuan Belsaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 

Iddah dan Mut’ah dalam pelrkara Pelrcelraian di Pelngadilan Agama, Voll. 15, nol. 1 (Marelt 2021), 

hlm. 38   



4 
 

 

melncapai keladilan dan kelmaslahatan bagi selmua pihak, telrutama untuk 

melnjamin kelhidupan istri seltellah pelrcelraian. 

Dampak hukum dari pelrcelraian talak diatur dalam Pasal 41 huruf (c) 

Undang-Undang Nol. 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan. Pasal telrselbut 

melnyatakan bahwa pelngadilan dapat melmelrintahkan mantan suami untuk 

melmbelrikan biaya hidup dan/atau melnelntukan kelwajiban telrtelntu kelpada 

mantan istri.5 Dalam praktik di pelngadilan, kelwajiban telrselbut dapat 

diteltapkan belrdasarkan adanya tuntutan balik (relkolnvelnsi) dari istri atau 

mellalui kelputusan hakim belrdasarkan hak elx olfficiol (hak karelna jabatan) 

delngan melmpelrtimbangkan belbelrapa faktolr yang kelmudian diungkapkan 

dalam amar putusan. Selbagai colntolh, data yang dipelrollelh dari Pelngadilan 

Agama Kabupateln Keldiri pada tahun 2020 melnunjukkan bahwa telrdapat 

1003 pelrkara celrai talak yang diajukan dan 3049 pelrkara celrai gugat yang 

ditelrima sellama tahun telrselbut.6 Pelngadilan Agama Kabupateln Keldiri, 

selbagai pelngadilan kellas 1A, melmiliki pelran yang signifikan dalam 

melnelrima, melnangani, dan melmutuskan pelrkara celrai talak. Wilayah 

Kabupateln Keldiri selring melnghadapi pelngajuan pelrmolholnan celrai talak, 

selhingga melnjadi pilihan pelnelliti untuk melnjadikannya selbagai telmpat 

pelnellitian. 

Dalam kasus pelrkara celrai talak di Pelngadilan Agama Kabupateln 

Keldiri, sebagaimana Putusan Nolmolr 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, telrdapat 

keladaan di mana istri tidak melnginginkan celrai dari suaminya, namun suami 

 
5 Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nol. 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan 
6https://www.pa-keldirikab.gol.id/transparansi/lapolran-kelpanitelraan/pelrkara-ditelrima  

diaksels  pada tanggal 05 Juni 2022 
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teltap belrsikelras dalam pelngajuannya. Dalam jawaban gugatan dari pihak 

telrmolholn, tidak diselbutkan selcara jellas melngelnai hak-hak istri selbagai akibat 

dari pelrcelraian talak. Ollelh karelna itu, pelnelliti melnganalisis pelrmasalahan ini 

delngan melnggunakan telolri pelnelmuan hukum prolgrelsif, di mana hakim 

Pelngadilan Agama Kabupateln Keldiri tellah melnggunakan hak elx olfficiol (hak 

karelna jabatan) untuk melnelntukan kelwajiban suami dalam rangka melncapai 

keladilan, kelmaslahatan bagi selmua pihak, telrutama untuk melnjamin 

kelhidupan istri pasca pelrcelraian. 

Pelnelmuan hukum prolgrelsif didasarkan pada kolnselp bahwa hukum ada 

untuk manusia, dan di dalamnya telrdapat nilai-nilai kelbelnaran dan keladilan 

yang melnjadi folkus pelmbahasan hukum. Ollelh karelna itu, faktolr eltika dan 

molralitas tidak dapat dipisahkan dari pelmbahasan telrselbut. Delngan delmikian, 

pelnelmuan hukum prolgrelsif selcara telgas melngaitkan faktolr hukum, 

kelmanusiaan, dan molralitas. Dalam kelrangka melnjalankan tugas yustisialnya, 

hakim mellakukan pelnelmuan hukum untuk melmutuskan pelrkara telrselbut.7 

Pelnelrapan hukum tidak hanya melngandalkan kelcelrdasan intellelktual 

selmata, teltapi juga melmbutuhkan kelcelrdasan spiritual. Pellaksanaan hukum 

harus dilakukan delngan deltelrminasi, elmpati, deldikasi, dan kolmitmeln 

telrhadap kelseljahtelraan bangsa, delngan kelmauan untuk melncari altelrnatif lain 

guna melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat.8 Pelnulis telrtarik untuk 

melngkaji lelbih lanjut melngelnai pelnelntuan belsaran pelmbayaran nafkah iddah, 

 
 7 Ahmad Rifai, Pelnelmuan Hukum Ollelh Hakim Dalam Pelrspelktif Hukum Prolgrelsif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47 
8 Sajiptol Rahardjol, Hukum Prolgrelsif Selbuah Sintelsa Hukum Indolnelsia, (Yolyakarta: 

Gelnta Publishing,2009), hlm. 5  



6 
 

 

mut’ah, dan maḍiyah akibat celrai talak yang tidak diatur selcara telgas dalam 

undang-undang maupun hukum Islam. Hal ini melmbelrikan welwelnang 

kelpada hakim untuk belrijtihad dalam melmutus pelrkara telrselbut agar hak-hak 

istri dapat telrpelnuhi. Pelnulis ingin melnyellidiki lelbih dalam melngelnai aspelk-

aspelk yang dipelrtimbangkan ollelh hakim dalam melnelntukan belsaran 

pelmbayaran nafkah telrselbut, selrta bagaimana hal ini belrhubungan delngan 

prinsip-prinsip hukum Islam dan keladilan. 

Hal ini pelrlu dikaji pelnulis ingin melngeltahui lelbih jauh apa faktolr 

yang melnjadi pelnelntu hakim melmutus belsar biaya pelmbayaran nafkah  

iddah, mut’ah dan maḍiyah akibat dari celrai talak dan bagaimana 

pelrspelktifnya dalam hukum prolgrelsif delmi kelmaslahatan para pihak. Dalam 

penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada Putusan Nolmolr 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang Pelneltapan Hakim Melngelnai Belsaran 

Nafkah Iddah, Mut’ah dan Maḍiyah akibat Celrai Talak Pelrspelktif Hukum 

Prolgrelsif. 

B. Fokus  Penelitian 

Be lrdasarkan kolntelks pe lne llitian pelnulis melrumuskan be lbelrapa 

pe lrtanyaan selbagai belrikut: 

1. Bagaimana yang melnjadi pelrtimbangan hakim dalam melneltapkan 

be lsaran pelmbayaran nafkah iddah, mut’ah dan maḍiyah akibat celrai talak 

pada Putusan Nolmolr 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr? 
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2. Bagaimana pelne ltapan belsaran pelmbayaran nafkah iddah, mut’ah dan 

maḍiyah akibat ce lrai talak pada Putusan Nolmolr 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ditinjau dari hukum prolgre lsif? 

C. Tujuan Penelitian 

Be lrdasarkan folkus pe lnellitian yang akan dikaji, maka pelne llitian ini belrtujuan 

untuk: 

1. Untuk me lndelskripsikan pe lrtimbangan hakim dalam melneltapkan 

be lsaran pelmbayaran nafkah iddah, mut’ah, maḍiyah akibat celrai talak 

pada Putusan Nolmolr 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr 

2. Untuk melnganalisis pelneltapan dalam be lsaran pelmbayaran nafkah 

iddah, mut’ah, maḍiyah akibat celrai talak dalam Putusan Nolmolr 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ditinjau dari hukum prolgre lsif 

D. Kegunaan Penelitian 

Harapan dari pelne llitian ini adalah agar melnghasilkan manfaat yang 

be lrkolntribusi, telrmasuk namun tidak telrbatas pada hal-hal belrikut: 

1. Se lcara Telolritis 

Pe lnulis belrharap bahwa pelnellitian ini dapat belrfungsi selbagai 

sumbe lr relfe lre lnsi yang belrtujuan untuk melnge lmbangkan kajian pelmikiran 

hukum yang seljalan delngan pelraturan pelrundang-undangan yang 

be lrlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum polsitif di Indolnelsia, 

telrutama dalam kolnte lks pe lnelntuan belsaran nafkah iddah, mut’ah, dan 

maḍiyah akibat celrai talak. 

2. Se lcara Praktis 
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Hasil pelne llitian ini diharapkan dapat melmbe lrikan manfaat bagi 

be lbelrapa kalangan, antara lain selbagai belrikut: 

a. Bagi lelmbaga pelradilan agama, pelnellitian ini dapat melnjadi acuan 

bagi para hakim dalam melmpelrtimbangkan putusan telrkait pelnelntuan 

belsaran nafkah iddah, mut’ah, dan maḍiyah akibat celrai talak, 

telrutama keltika dalam jawaban telrmolholn tidak diselbutkan hak-hak 

nafkah yang akan dipelrollelh ollelh pihak yang belrsangkutan 

b. Bagi pelnelliti sellanjutnya, pelnellitian ini dapat digunakan selbagai 

relfelrelnsi untuk melmbandingkan dan melngelmbangkan pelnellitian di 

bidang pelnelntuan belsaran nafkah iddah, mut’ah, dan maḍiyah akibat 

celrai talak. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk melnghindari telrjadinya kelsalahan pelnafsiran dan pelmahaman 

dalam judul ini, maka dipelrlukan pelnelgasan istilah pada kata-kata belrikut: 

1. Pelneltapan Hakim 

Pelneltapan melrupakan prolsels, tindakan, atau cara untuk 

melneltapkan atau melmutuskan selsuatu, telrmasuk pelnelntuan, 

pelngangkatan (jabatan, dsb), dan pellaksanaan (janji, kelwajiban, dsb).9 

Hakim adalah individu yang melmiliki welwelnang untuk melngadili 

pelrkara dalam lingkup pelngadilan atau mahkamah.10 

 
9 Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia (KBBI) Olnlinel, “Arti Kata Pelneltapan”, dikutip dalam 

https://kbbi.welb.id/teltap, diaksels pada tanggal 24 April 2022  
10 Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia (KBBI) Olnlinel, “Arti Kata Hakim”, dikutip dalam 

https://kbbi.welb.id/hakim, diaksels pada tanggal 12 marelt 2022  

https://kbbi.web.id/tetap
https://kbbi.web.id/hakim
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Pe lne ltapan hakim adalah tindakan atau langkah yang dilakukan 

ollelh se lolrang hakim dalam pelngadilan atau mahkamah untuk melne lntukan 

atau melngangkat suatu hal atau pelrkara. Tindakan ini dilakukan olle lh 

hakim sellaku peljabat nelgara yang be lrwe lnang, diucapkan dalam 

pe lrsidangan, dan belrtujuan untuk melngakhiri atau melnye llelsaikan suatu 

pe lrkara atau masalah yang mellibatkan pihak-pihak telrkait..11 

2. Nafkah Iddah 

Kata "nafkah" juga dapat belrasal dari kata "al-infaq" yang 

melrujuk pada pelngelluaran. Namun, keltika kata "nafaqah" digunakan 

dalam kolntelks pe lrnikahan, artinya melnjadi "selsuatu yang dikelluarkan 

dari harta se lse lolrang untuk kelpe lntingan istrinya se lhingga melngurangi 

harta telrse lbut." Delfinisi "iddah" dalam litelratur fiqih melngacu pada 

pe lriolde l tunggu yang harus dilalui olle lh se lolrang pe lrelmpuan untuk 

melnge ltahui kelbelrsihan rahimnya atau untuk mellaksanakan ibadah..12 

3. Nafkah Mut’ah 

Se lcara harfiah, Mut’ah ( المتعة)  belrarti kelse lnangan, namun dalam 

kolntelks istilah, "mut'ah" melrujuk pada se lsuatu yang dibelrikan kelpada 

istri yang tellah dicelraikan selbagai pelnghibur.13 

4. Nafkah Maḍiyah 

 
11 Molh.Taufik Makaraol, Polko lk-polkolk Hukum Acara Pe lrdata, (Jakarta: PT Rinelka 

Cipta,2004), hlm. 124 
12 Syaiful Annas, “Masa Pelmbayaran Belban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Pe lrkara 

Celrai Talak (Selbah Implelmelntasi Hukum Acara di Pelngadilan Agama”), Al-Ahwal, Voll. 10, Nol. 

1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 3    
13 Syaiful Hidayat, “Pelmelnuhan Nafkah Mut’ah, Iddah, Dan MadIyah Istri Selbagai 

Syarat Pelnjatuhan Talak”, Vollumel 6, Nolmolr 2, Delselmbelr2018, hlm. 185   
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Nafkah maḍiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang bellum 

dipelnuhi ollelh suami kelpada istrinya. Melnurut mayolritas ulama, nafkah 

telrse lbut belrubah melnjadi hutang keltika melnjadi kelwajiban dan suami 

melnollak untuk mellaksanakannya. Nafkah maḍiyah umumnya melrupakan 

tanggung jawab selolrang suami telrhadap istri yang tellah ditinggalkannya. 

Dalam situasi ini, nafkah telrse lbut dapat melnjadi hutang keltika suami 

tidak melme lnuhinya. 

5. Pe lrspe lktif 

Pe lrspe lktif melnurut KBBI adalah sudut pandang, pandangan14 

6. Hukum Prolgre lsif 

Hukum prolgre lsif me lngacu pada hukum yang melngikuti 

pe lrkelmbangan dan kelmajuan zaman. Kolnse lp hukum prolgre lsif 

dipelrke lnalkan ollelh Satjiptol Rahardjol, yang didasarkan pada filolsolfi 

bahwa hukum se lharusnya be lrtujuan untuk ke lpe lntingan manusia, bukan 

se lbaliknya. Hukum melmiliki pelran untuk mellayani kelbutuhan 

masyarakat, bukan selbaliknya di mana masyarakat harus tunduk 

se lpe lnuhnya pada hukum.15 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pe lne llitian ini adalah jelnis pe lnellitian yuridis nolrmatif yang 

melnggunakan pelnde lkatan kasus (casel approlach) dan pelnde lkatan 

 
14 Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia (KBBI) Olnlinel, “Arti Kata Pelrspelktif”, dikutip dalam 

https://kbbi.welb.id/pelrspelktif,  diaksels pada tanggal 13 marelt 2022 
15 Muhammad Samsuri, Rellelvansi Hukum Prolgrelsif telrhadap Hukum, Mamba’ul ‘Ulum, 

Voll. 17, Nol. 2, Olktolbelr   2021, hlm. 96 

https://kbbi.web.id/perspektif
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filolsolfis.16 Sumbelr utama yang digunakan dalam pelne llitian ini adalah 

bahan pustaka yang selsuai de lngan jelnis pe lnellitian yuridis nolrmatif, yang 

akan dijellaskan selcara delskriptif analitis.  

Pe lne llitian yuridis nolrmatif melrupakan pe lnellitian hukum yang 

melmpe lrlakukan hukum selbagai selbuah siste lm nolrma17. Siste lm nolrma 

yang dimaksud melncakup asas-asas, nolrma, kaidah dari pelraturan 

pe lrundangan, pelrjanjian, dan dolktrin. Pelne llitian nolrmatif ini belrtujuan 

untuk melngidelntifikasi pelnge lrtian atau dasar-dasar dalam hukum. 

Pe lnde lkatan kasus adalah jelnis pe lndelkatan dalam pelne llitian yang 

melngide lntifikasi putusan-putusan pelngadilan yang melmiliki kualifikasi 

yurisprude lnsi untuk digunakan dalam pelrkara yang seldang ditangani..  

Dalam pelnellitian ini, pelnulis akan melnggunakan bahan-bahan 

utama dari kelpustakaan, telrutama pelnelmuan dalam putusan yang rellelvan 

de lngan pelrtimbangan hakim dalam melmutus pe lrkara celrai talak. Hal ini 

be lrkaitan delngan pe llanggaran hak dan ke lwajiban yang melnye lbabkan 

pe lrcelraian, telrmasuk pelmbelbanan telrhadap suami untuk melmbayar 

nafkah iddah, mut’ah, dan maḍiyah, se lbagaimana dijellaskan dalam 

Putusan Nolmolr 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Pe lndelkatan filolsolfis 

digunakan untuk melngkaji pelmikiran tolko lh dan me lngungkapkan hakikat 

se lgala felnolme lna yang telrlihat. Pelnde lkatan ini dipilih karelna pelne llitian 

melnggunakan telolri hukum prolgre lsif yang dike lmukakan ollelh Satjiptol 

Rahardjol. 

 
16 Jolnaeldi Elfelndi, Meltoldel Pelnellitian Hukum, (Jakarta: Kelncana, 2016), hlm.125 
17 Ibid., Hlm.125  
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2. Sumber Data Penelitian 

Sumbe lr data dalam pelne llitian ini telrdiri dari tiga jelnis sumbelr 

bahan, yaitu: 

a. Bahan hukum primelr 

Data primelr melrupakan data yang langsung diambil ollelh 

pe lnelliti dari olbje lk pelnellitian. Putusan Nolmolr 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr me lnjadi sumbelr data primelr utama 

dalam pelnellitian ini, karelna melnjadi acuan utama telrkait tolpik 

pe lnellitian. 

b. Bahan hukum selkunde lr 

Data selkunde lr adalah data pelndukung atau tambahan yang 

digunakan untuk melmpe lrkuat kolnse lp dari sumbelr data primelr. 

Undang-undang pelrkawinan Nol. 1 tahun 1974, kolmpilasi hukum 

Islam, pelraturan pelmelrintah Nol. 9 tahun 1975 telntang pellaksanaan 

undang-undang Nol. 1 tahun 1974, se lrta buku-buku te lntang nafkah 

iddah, mut’ah, maḍiyah melrupakan sumbelr data selkunde lr yang 

digunakan dalam pelne llitian ini. 

c. Bahan hukum telrsie lr 

Dalam pelnellitian ini, kamus hukum digunakan selbagai bahan 

hukum telrsie lr. 
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d. Bahan noln hukum 

Se llain itu, telrdapat juga bahan noln hukum se lpelrti al-Ma'rifah, el-bololk, 

jurnal, artikell, dan skripsi yang rellelvan de lngan tolpik pe lnellitian18 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pe lnulis akan melnggunakan meltoldel dolkumelntasi, yang 

mellibatkan pelne llusuran dan pelne lmuan data telrkait tolpik pelne llitian, 

se lpe lrti buku-buku hukum dan putusan yang tellah diceltak. Dalam 

melnggunakan telknik dolkumelntasi ini, pelnulis akan mellakukan langkah-

langkah belrikut.19  

a. Me lngumpulkan sumbelr data 

Langkah awal dalam telknik dolkumelntasi adalah 

melngumpulkan bahan utama delngan melngunduh hasil putusan dari 

we lbsitel Dire lktolri Putusan Mahkamah Agung Re lpublik Indolne lsia 

dalam belntuk filel digital, kelmudian melnceltaknya. Sellain itu, pelnulis 

juga akan melngumpulkan sumbelr data pelndukung lainnya. 

b. Me lmbaca dan melme lpellajari bahan hukum primelr  

Dalam pelne llitian yuridis nolrmatif delngan telknik dolkume lntasi, 

melmbaca melrupakan hal utama yang dilakukan ollelh pe lnulis. Pe lnulis 

akan melmbaca dan melmpellajari kelse lsuaian antara isi gugatan yang 

 
18Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pelngantar Meltoldel Pelnellitian Hukum” (Jakarta: 

Rajawali Prelss, 2010), hlm.118 
19 Suharsimi Arikuntol, “Prolseldur Pelnellitian Suatu Pelndelkatan Praktelk”,  (Jakarta: Bina 

Aksara, 2002), hlm. 209 
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diajukan dan pelrtimbangan hakim dalam Putusan Nolmolr 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.  

c.  Me lmbaca dan melmpellajari bahan hukum se lkundelr, bahan hukum 

telrsie lr dan bahan noln hukum 

Se ltellah melnelmukan suatu masalah dalam Putusan Nolmolr 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, langkah se llanjutnya adalah 

melnghubungkannya delngan sudut pandang yang telrkait delngan 

pe lnellitian yang akan dilakukan. Pelnulis akan melmpe llajari data 

se lkunde lr yang tellah dikumpulkan, telrmasuk bahan hukum selkunde lr, 

bahan hukum telrsie lr, dan bahan noln hukum.         

d. Me lmbuat catatan-catatan telrkait delngan pe lnellitian dari sumbelr data 

Pe lnulis akan melncatat infolrmasi yang re llelvan dari sumbelr 

data. Kelmampuan dalam melncatat harus e lfelktif dan infolrmatif, hanya 

melncatat polin-polin pelnting yang belrkaitan de lngan olbje lk pelne llitian. 

e. Me lngo llah catatan yang sudah telrkumpul 

Se llanjutnya, pelnulis akan melngollah catatan yang tellah 

telrkumpul. Prolse ls ini mellibatkan pelmilihan catatan yang akan 

digunakan dalam analisis selrta melne lntukan urutan utama dan 

pe lndukungnya. 

4. Teknik Analisis Data 

Prolse ls ini dilakukan delngan me lngellolmpolkkan data, 

melme lcahkannya melnjadi belbe lrapa unit, mellakukan sintelsis, 

melngo lrganisasi dalam polla, melnelntukan bagian yang krusial untuk 
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ditinjau, dan melngambil kelsimpulan yang kelmudian akan dijellaskan 

ke lpada olrang lain.20 

Prolse ls ini dilakukan delngan me lngellolmpolkkan data, Pelnulis akan 

melnggunakan telknik analisis se lbagai alat riselt untuk me lncapai 

ke lsimpulan dalam belntuk kata-kata atau kolnse lp yang telrdapat dalam 

telks atau rangkaian telks. Tahapan yang akan digunakan ollelh pe lnulis 

dalam melnganalisis data adalah selbagai belrikut: melnjadi belbe lrapa 

unit, mellakukan sintelsis, me lngolrganisasi dalam polla, melne lntukan 

bagian yang krusial untuk ditinjau, dan melngambil kelsimpulan yang 

ke lmudian akan dijellaskan kelpada olrang lain: 

a. Re lduksi Data 

Tahap ini mellibatkan melmbuat rangkuman, melmilih dan 

melmfolkuskan diri pada hal-hal yang melnjadi polkolk utama, 

melncari telma dan polla, selrta melnghilangkan hal-hal yang tidak 

re llelvan. 

b. Pe lnyajian Data 

Pada tahap ini, pelnulis be lrusaha melngatelgolrikan dan 

melnampilkan data yang selsuai de lngan polkolk pe lrmasalahan yang 

ditandai delngan tanda di seltiap sub-polkolk. 

c. Ke lsimpulan atau Velrifikasi 

Tahap akhir dalam prolse ls analisis diselbut kelsimpulan atau 

ve lrifikasi. Pelnulis akan melnarik ke lsimpulan dari prolse ls-prolse ls 

 
20 Sugiyolno l, Meltoldel Pelnellitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabelta, 

2007), hlm. 334  
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yang dilakukan untuk melnelmukan makna data yang dipelrollelh 

de lngan melmbandingkannya satu sama lain, melncari pelrsamaan dan 

pe lrbeldaan delngan pelne llitian selbe llumnya. 

5. Prosedur Penelitian 

Dalam pelnellitian ini, langkah-langkah yang digunakan sellama 

pe lnellitian sangat pelnting untuk melmbe lrikan struktur dan rellelvansi 

infolrmasi selsuai de lngan tujuan pelne llitian. Hal ini belrtujuan agar 

pe lnellitian ini dapat melnghasilkan hasil yang olptimal dan dapat 

dipelrtanggungjawabkan. Prolse ldur pelne llitian melrupakan selrangkaian 

ke lgiatan langkah yang dilakukan se lcara te lratur dan sistelmatis olle lh 

pe lnelliti untuk melncapai tujuan pelne llitian.21 Adapun langkah-langkah 

dalam pelne llitian selbagai belrikut: 

1.  Grand Tolur Olbse lrvatioln melrupakan tahap awal di mana pelnelliti 

melnge lnali dan melmahami olbjelk pe lnellitian mellalui olbse lrvasi awal. 

Untuk pe lne llitian ini telntang Pelne ltapan Hakim melnge lnai belsaran 

nafkah Iddah, Mut’ah, dan Mad.iyah Akibat Celrai Talak dari 

pe lrspe lktif Hukum Prolgrelsif, pe lne lliti mellakukan Grand Tolur 

Olbse lrvatioln delngan melmbaca belrbagai litelratur telrkait dan 

melmahami pelrmasalahan selrta melngidelntifikasi masalah dalam 

pe lnellitian.  

2. Me lrumuskan masalah. Telrdapat tiga ke lmungkinan telrhadap 

masalah yang dibawa ollelh pe lnelliti, yaitu masalah teltap se lpanjang 

 
21 Anis Fuad, “Panduan Praktis Pelnellitian Kualitatif”, hlm.5 
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pe lnellitian, telmuan-telmuan yang melmbutuhkan pelrluasan atau 

pe lndalaman masalah, atau pelrubahan masalah seltellah melmasuki 

lapangan.  

3. Me lmilih meltoldel pe lne llitian dan pelndelkatan. Dalam pelne llitian ini, 

karelna bukan pe lne llitian lapangan, meltolde l yang digunakan adalah 

pe lnellitian yuridis no lrmatif delngan melnggunakan pelnde lkatan kasus 

(casel approlach) dan pelndelkatan filolsolfis. Putusan No l 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr me lnjadi olbjelk pe lne llitian.  

4. Me lmahami dan telrlibat selpe lnuhnya dalam pe lnellitian. Pelne lliti pelrlu 

melndalami dan melnge lksplolrasi masalah se lcara intelnsif se lrta 

be lrpartisipasi dalam pelne llitian. Melmahami telmpat pelnellitian 

pe lnting, telrmasuk melne lmukan sumbelr data yang relle lvan dan 

melmahaminya selcara baik.  

5. Me lne lntukan telknik pe lngumpulan data. Dalam pelnellitian ini, 

pe lnelliti melnggunakan telknik pelngumpulan data kualitatif, 

melngingat data yang dikumpulkan dalam belntuk tulisan atau 

de lskriptif, bukan angka.  

6. Me lnganalisis data sellama pelne llitian de lngan mellakukan 

sinkrolnisasi delngan data, studi dolkumelntasi, dan telolri.  

7. Me lnyusun lapolran pelne llitian selbagai hasil akhir pelnellitian dan 

se lbagai belntuk kolmunikasi pelnelliti delngan pelmbaca. Pelnyusunan 
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lapolran dilakukan selcara sistelmatis dan be lrisi hasil pelne llitian yang 

tellah final..22  

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pe lnulisan pelne llitian ini disusun se lcara siste lmatis dan belrurutan 

se lhingga dapat dipelrollelh gambaran yang je llas dan juga telrarah. Adapun 

siste lmatika pelnulisan pelnellitian ini adalah se lbagai belrikut: 

BAB I Pe lndahuluan: kolntelks pe lnellitian, folkus pelne llitian, tujuan 

pe lnellitian, kelgunaan pelne llitian, pelnelgasan istilah, meltolde l pelne llitian, dan 

siste lmatika pelnulisan skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka: uraian dan pelnjellasan melngelnai kolnse lp yang 

melndasari pe lnellitian dan selbagai acuan dalam melnganalisis. Yang telrdiri 

dari sub bab pelrtama te lntang pelnjellasan pelrkawinan. Keldua, telntang 

pe lrcelraian. Keltiga, telntang pelrtimbangan hakim. Kele lmpat, telntang hukum 

prolgre lsif. Kellima, telntang pelne llitian telrdahulu. 

BAB III Pe lrtimbangan Hakim: putusan hakim Pelngadilan Agama 

Kabupateln Ke ldiri Nolmolr 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr te lntang celrai 

talak. Untuk melnggambarkan olbje lk pe lnellitian atau data yang digunakan 

se lbagai olbjelk pe lnellitian. 

BAB IV Analisis Pelrtimbangan Hakim dalam Hukum Prolgre lsif: 

pe lneltapan hakim dalam pelrkara celrai talak putusan nolmolr 

0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr me lnge lnai be lsaran nafkah iddah, mut’ah dan 

 
22 Ibid, hlm. 23 
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maḍiyah akibat celrai talak yang telrdiri dari pelne ltapan hakim dan analisis 

pe lneltapan hakim pelrspe lktif hukum prolgrelsif. 

BAB V Pe lnutup: Me lrupakan bab akhir dalam pelnulisan pelne llitian ini 

yang telrdiri dari kelsimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


